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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 978 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP vang telah
dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP
dengan Keputusan Kepala Dacrah:

bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk
memperoleh Informasi Publik dalam pemberian kepastian
standar pelayanan informasi tentang permintaan mformasi
publik, maka perlu menetapkan Standar Permintaan
Informasi Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Kepulauan Riau;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dar Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
kepulauan Riau Nomor 55);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun
2019 tentang Pedoman Penetapan dan pemutakhiran
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor ‘8,»1;6);:
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

: Standar Permintaan Informasi Publik.

: Standar Pengumuman sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 Agustus 2022

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan

Riau di Tanjungpinang;

7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi
Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Riau di Tanjungpinang.
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FLOWCHART STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No

Pemohon mengajukan permintaan Informas: Publik
xepada Badan Publik melaluy PPID

Memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon
Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan
Informas: Publik dan menyimpan salinan Formulir
{Permintaan Informas: Publik vang telah diberikan
nomor pendaftaran sebagai tanda bukt Permintaan
Informas: Publik

PPID melakukan pemenksaan kelengkapan
Permintaan Informasi Publik

PPID menyampaikan pembenitahuan tertulis
|kepada Pemohon Informas: Publik

Pelaksana Pendukung
Petugas Keterangan
Kegiatan
- Pemohon Pelayanan PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi
ldenutas Pemohon paling sedikit
fotocopy KTP/ Surat Keterangan
Kependudukan, Pemmohon
Berbadan Hukum melampirkan Foridalie
fotocopy Akte Pendl'nan Badan 1 {satu) hari Permatian
Hukum, Pemohon Kelompok Informasi Publik
Orang melampirkan Surat T R
Kuasa dan fotocopy KTP atau
Surat Keterangan
Kependudukan Pemben Kuasa
Nomor
: z s Pemohon
- R R R Informasi Publik
melalui surat
elektronik
(email)
Nomor pendaftaran yang
- tercatat di buku register 3 (tiga) hari Informasi Publik
Permintaan Informasi Publik
- - Informasi Publik 10 (sepuluh) hari Informasi Publik




